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INTISAKI

Untuk membenkan jaminan kepastian hukuna kepada masyarakat, maka
perlu diadakan pensertipikatan tanah melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran
tanah yang dilaksanakan saat ini menggunakan PP. No. 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dan PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997 tentang peraturan
pelaksanaan pendaftaran tanah. Dalam melaksanakaan pensertipikatan tanah agar
dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, periu adanya suatu
mekanisme pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan Instruksi
MNA/KBPN No. 3 tahun 1993 tentang peningkatan efisiensi pelayanan kepada
masyarakat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara bclum dapat
mclaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pensertipikatan tanah.
Dari uraian diatas maka pcrmasalahan yang diambil adalah tentang pelaksanaan
pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara serta
kcndala-kcndalayang dihadapi dalam pealaksanaan penscrtipikatan tanahAdapun
tujoan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pensertipikatan
tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara.serta untuk mengetahui
kendala - kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara.

Mctodc yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan
deskriptif, yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan pensertipikatan tanah
(khususnya permohonan hak atas tanah negara untuk perorangan), dan kendala-
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah.

Dari data yang dihasifltan, bahwa pelaksanaan pensertipikatan tanah di
Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara belum berjalan dengan baik. Hal ini
dapat dilmat dari permohonan yang masuk serta realisasi pcnyelesaian
pensertipikatan tanah mengalami penurunan. Olch sebab itu, maka pcrhi adanya
dilakukan penibahan-perubahan pelaksanaan pekerjaan yang baik, sehingga
masyarakat bcrminat untuk mensertipikatkan tanahnya.

Dari uraian diatas, maka kesimpulan yang diambil adalah pelaksanaan
pensertipikatan belum berjalan dengan baik. Serta kurang nrinat dan kesadaran
masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya. 02eh sebab itu perm adanya
kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, dan pdatihan-pclarihan kepada
aparat-aparat pelaksana di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara, sehhgga
akhlak dan profcsionalisrac dalam mclaksanakan tugas di bidang pertanahandapat
berjalan dengan baik dan lancar.
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BAB I

PENDAHDLUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan jangka panjang kedua peranan tanah bagi pemenuhan

berbagai keperiuan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk

kegiatan usaha Sehubungan dengan itu akan meningkat pulakebutuhan akan dukungan

berupa jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian

hukum dibidang pertanahan, memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis,

lengkap dan jelas ketentuarmya. Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret

diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para

pemegang hak atas tanali untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang

dikuasainya, danbagi para pihakyang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon

kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi

objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, sertabagi pemerintah untuk melaksanakan

kebijaksanaan pertanahan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 26

Tahun 1988 jo. Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 Badan Pertanahan

Nasional adalah lembagapemerintah non departemen yangberkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepadaPresiden. Tugas utama Badan Pertanahan Nasional

adalah mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan



Tanah, Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, dan Iain-lain yang berkaitan dengan masalah

pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Pada Pasal 19 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 jo Keputusan

Presiden Nomor 154 Tahun 1999 disebutkan bahwa, Deputi Bidang Pengukuran dan

Pendaftaran Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pertanahan

Nasional di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah. SelanjutayaPasal 20 menyatakan

bahwa, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi

Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyelenggarakan fimgsi:

a Menyusun rencana dan melaksanakan pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak-

hak atas tanah;

b. Mengadministrasikan pendaftaran hak-hak atas tanah, peralihan hak atas tanah dan

pembebanan hak atastanah;

c Memberikan tanda bukti atas tanah dan tanda bukti pembebanan hak atas tanah;

d. Iain-lain yang ditetapkan oleh Kepala

Sebelum dibentuk Badan Pertanahan Nasional, pelaksanaan pensertipikatan

tanah di Kabupaten Maluku Utara diselenggarakan oleh Kantor Agraria Kabupaten

Maluku Utara Kemudian dengan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional,

pensertipikatan tanah di Kabupaten Maluku Utara diselenggarakan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Maluku Utara

Dalam pelaksanaannya bentuk dan cara - cara dalam merangsang minal

masyarakat untuk mensertipikatan tanahnya labih disempurnakan lagi, misalnya melalui



komprehensip dan memberi kepastianmengenai tempat pelayanan, waktu penyelesaian

dan biaya pelayanan. Kesemuanya mencerminkan adanya keterbukaan, kesederhanaan,

kepastian, keadilan, keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanan semua jenis

pelayanan kepada masyarakat. Adanya keterbukaan ini diharapkan akan memacu

penigkatan pelayanan kepada masyarakat bagi para pelaksana / aparatur Badan

Pertanahan Nasional dan peran besar masyarakat untuk mengontrol jalannya proses

pekerjaan dan apabila kurang puas pelayanan yang diberikan, masyarakat pemohon

diberikan kesempatan atau dapat mengadukan kekotak pengaduan dan saran ditiap

Kantor PertanahanKabupaten/Kota

Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara belum dapat

melaksanakan Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanhan Nasional

Nomor 3 Tahun 1998mengenai pelayanan masyarakat dan memberi kepastian mengenai

tempat pelayanan maupun waktu penyelesaian pelayanan dengan baik. Hal ini

disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak

memadai sehingga dalam pelayanan pensertipikatan tanah belum dapat diselesaikan

melalui loket dan belum dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan

berhubung karenapenyelesaianpelayananmasih dilaksanakansecara manual.

Sehubungan dengan itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

PeraturanDasarPokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa:

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Repnblik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.



Lebih ianjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa, pendaftaran tanali tersebut meliputi:

a Pengukuran, Pemetaandan Pembukuan Tanali;

b. Pendaftaran Hak-hak Atas Tanah dan Peralihan Hak-hak tersebut;

c. Pemberian SuralTanda Bukti Hak,yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat

Sebagai realisasi dari Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA),

maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan PemerinatahNomor 24 Tahun

1997 tentangPendaftaran Tanah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Negara

Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahunl997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Dari uraian tersebut, maka penulis berkeinginan untukmelakukan penelitian

denganjudul:

"STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PENSERTD?rKATAN TANAH

DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA".

B. Rumusan Masalah

Pensertipikatan Tanah yang dilaksanakan pada masa sebelum dan sesudah

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 jo Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun

1999 terdapat perbedaan, antara lain dilihat dari kelembagaan dan tata cara

pelaksanaannya Dari kelembagaan, pelaksanaan pensertipikatan tanah sebelum

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 diselenggarakan oleh Departemen Dalam



Nasional, dan pada Tahun 1993 diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara

Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

Dari tata cara pelaksanaannya, sebelum Keputusan Presiden Nomor 26

Tahun 1988 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan

sesudahKeputusan Presiden tersebut sampai dengan 7 Oktober 1997 berpedoman pada

Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961, sedangkan sejak 8 Oktober 1997 tata cara

pelaksanaannyaberpedoman pada Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997.

Bila diiihat dari pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kabupaten Maluku

Utara tidak berjalan dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh pemerintah, Karena

kurang adanya respon atan dukungan dari masyarakat terutama yang berada di

pedesaan

Hal ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat di

bidang pertanahan, kurangnya Sumber Daya Manusia ( S D M ) yang berkualitas di

Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara dan kurangnya sarana dan prasarana yang

memadai.

Berdasarkan uraiandiatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten

Maluku Utara?

2 Kendala apa yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara dalam

pelaksanaan pensertipikatan tanah tersebut ?



C. Pembatasan Masalah

Dalam mengaralikan dan memperjelas permasalahan yang diteliti, penulis

hanyamembatasi pada masalah:

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kabupaten Maluku Utara pada 3 (tiga) tahun

terakhir, yaitu dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1998.

2. Pensertipikatan tanah yang dimaksud hanya proses permohonan Hak Milik Atas

Tanah yang subjeknya adalah perorangan dan objeknya tanah negara

D. Tujuan dan Kegunaan Pen elitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukandengantujuan:

a Untuk mengetahui proses tentang pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kantor

PertanahanKabupaten MalukuUtara

b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten

Maluku Utara dalam pelaksanaan Pensertipikatan Tanah.

2. KegunaanPenelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Pertanalian

Kabupaten Maluku Utara untuk menigkatkan pelayanan kepadamasyarakat



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang penulis uraikan terdahulu, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan atau prosedur pemberian hak atas tanah belum sesuai dengan atunm.

2. Terjadinya penurunan permohonan hak atas tanah yang masuk dari tahun 1995 sampai

dengan tahun 1998. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat

dalam mensertipikatkan hak milik atas tanah negara secara perorangan belum

berjalan dengan baik, kurangnya tenaga teknis pada Seksi Hak-hak Atas Tanah,

terbatasnya sarana dan prasarana di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara
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B. S a r a n

1. Untuk lebih meningkatkan jumlah kualitas permohonan hak atas tanah dari masyarakat

di Kabupaten Maluku Utara, maka perlu ditingkatkan penyuluhan dan pemberian

informasi kepada masyarakat misalnya,dengan membentuk Kelompok Masyarakat

Sadar Tertib Pertanahan ( POKMASDARTIBNAH ), sebagai gerakan partisipasi

masyarakat dalam rangka percepatan pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan Sesuai

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun

1995, agar syarat-syarat yang diperlukan dalam proses pensertipikatan tanah dapat

dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

2. Meningkatkan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di bidang

pertanahan. sehingga nantinyamampumenjawab danmengatasi setiap tantangan dan

kendala yang akan timbul padasaatini dan masa yang akan datang
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